
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

TENTANG

TINDAK LIINWT PET{YELESAIAN GANTI I{ERUGIAN DAERAII
SEMESTER I TAIIUil ANGGARAI{ 2O2I

PN)A PEMERINTAII KOTA BEI(ASI

Mengingat

a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti
Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti
Kerugian Daerah Semester I Tahun Anggaran 2027
pada Pemerintah Kota Bekasi Nomor
03/ LHPt/xVIll.BDG I 07 I 2O2 1 Tanggal 19 Juli 202 1 ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi
Wali Kota Bekasi tentang Tindak Lanjut Penyelesaian
Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun Anggaran
2O2l pada Pemerintah Kota Bekasi.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2OlO
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor l14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5934);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;



Kepada

Untuk

KESATU

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun
2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 161);

14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti
Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2016 tentang Urusan pemerintahan Wajib dan
Pilihan yang menjadi Kewenangan pemerintah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri
E);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun
2O2O tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (l*mbaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 16 Seri A);

18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2O2O
tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 94 Seri A).

MENGINSTRUKSII(AN :

Sekretaris Daerah Kota Bekasi selaku Ketua Majelis
Pertimbangan TPKD.

Segera menindaklanjuti rekomendasi BpK RI
Perwakilan Jawa Barat atas pemantauan semester_
semester sebelumnya dengan mengoptimalkan
koordinasi antara Majelis pertimbangai dan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah.

Mengoptimalkan administrasi penatausahaan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

KEDUA



Mengoptimalkan upaya penyelesaian seiuruh kerugian
daerah.

Menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Instruksi ini
terbit.

Agar melaporkan progres pelaksanaan tindaklanjut
dimaksud kepada Wali Kota Bekasi.

Memproses dan menindaklanjuti
ketentuan yang berlaku.

sesual dengan

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal :zP lto.r(tl\ 1'oU

KETIGA

KtrtrMPAT

KELIMA

KEENAM

l'g*,

DT. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:
Yth. 1. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

2. Wakil Wali Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


